
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK DAN
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN,

SERTA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, maka perlu mengatur ketentuan mengenai
sistem manajemen informasi objek pajak, dan tata cara
pendaftaran, pendataan, penilaian, serta penetapan nilai
jual objek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt.Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua
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Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repuplik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerin-tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  5197 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2012 Nomor 9 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN
INFORMASI OBJEK PAJAK, DAN TATA CARA
PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN, SERTA
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Sistem manajemen informasi objek pajak, dan tata cara pendaftaran,
pendataan, penilaian, serta penetapan nilai jual objek Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dalam lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak ( SISMIOP);
BAB II : Tata Cara Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak;
BAB III : Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak;
BAB IV : Tata Cara Penilaian Objek Pajak;
BAB V : Tata Cara Penetapan NJOP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan  di Amuntai
pada tanggal 14 Agustus 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID.HK
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Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 14 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

ttd
H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 24.


